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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

bahwa untuk melaksanakun keientuan Pasal 6 Peraturan
Dacrah Hulu Sungai Tengah Nomor II Tahun 2016
temang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacralt,
sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali terakhir dengan
Pcraturnn Docrith Kobupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
3 Tabun 2020 tentang Perubahan Kcdua Atas Peraturan
Dacrah Kabupatcn Hulu Sungai Tengah Nomor II Tahun
2016 miming Pcmbentukan dan Susunan Perongkat
Daernh:

bahwa susunan organisasi Inspektorat telah ditctapkan
pada Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai
Tengah Nomor 43 Tabun 2016 tanning Susunan
Organlsasi Pcrangkat Dacrah. sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Pcrubahan Kccmpet Peraturan Bupati Nomor 43 Tatum
2016 Waiting Sussman Organisms' Pcrangkat Dacrah;
bahwa berdasarkan pertimhangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menttapkan
Peraturan Bupati Hulu Sungat Tengah tentang
Pertsbahan Alas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah
Nomor 39 Tabun 2018 tentang Kedudukan, Tugas don
Fungsi, Sethi Tata Kcrja Dinas Pckerjaan Umum dart
Penal:um Romig.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 lentang

Pcnctapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Dacrah Tingkot II di
Kalimantan Scbagai Undang-Undang 1Lembarim Negnea
Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lernbaran Negam Republik Indonesia Nomor 15201:



Undtmg-Unclang Nomor 5 Tabun 2014 tcntang Aparatur
Sipil Negara ILembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Kogan Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinuthan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaiminta
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
LIndang N(111110 9 Tabun 2015 muting Perubahan Kedlla
Alas UndungiUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacca Rent:wan Ncgara Republik
Indonesia Tuhun 2015 Nomor 58, Tambahon Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor IS Tahun 2016 tcntang
Pernngkat Dacrah ILembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 58871 sebagaimana telah
diubah dengan Pcraturan Pemerintah NomOr 18 Tahun
2018 tanning Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 tcntang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambohan
Lernletran Ncgara Republik Indonesia Nomor 6037);
sobapimanit telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah
Nomor 17 tahun 2020 Tentang Pcrubahan Alas Peraturan
Pcinerintah Nomor II Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negen Sipil Itembortm Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pcmerintuh Nomor 12 Tahun 2017 Lantana
Pembinaan dan Pengownsan Penyelenggaroan
Pemerinialian Daernh Ilembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahnn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041):

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungni Tengah Nomor
11 Tabun 2016 tenting Pembentukan dan Susunan
Pcrangkat Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Huh
Sungai Tengah Tabun 2016 Nomor II, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupatcn Hulu Sungai /mph Nomor
101) sebagannana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kamm 3 Tahun 2020
Lantana Perubahan Kedua Alas Pemturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Norm- 11 Tahun 2016
tcntang Pcmhentukan dan Susunan Perangkat Dutra
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tongait
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Tabun 2020 Nomor 03);

8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun
2016 Lantana Susunan Organisasi Perartgkat Dutra)],
scbagaimana telah diubalt dengan Peraturan Bupati
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubohan Keempat Aws
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Ekrita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkon PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI
TENOAH NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNDS!, SERTA TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN °MUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasall

Bebempa ketentuan dalam Pemturan dalam Peraturan Buccal Hutu Sungai Tengah
Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungal, Serta Tam Kens
Dines Pekerjaan thnum dan Pentium Ruang 'Barka Dacrah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Tohun 2018 Nomor 391 diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 3 dttabah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
BAB II
PASOI 3

(II Susunan organisasi Dinas tendlii Mat
a. Kapok,:
b. Sckrctariat. membawahkan:
1. Subbagian Umum dart Kepegawaiant
2. Subbagian Kcuangan.
c. Bidang Bins Margo, membawahkan:
1. Sakai Pembangunan/Peningkatanlalan;
2. Salmi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan:
3. Seksi Pembangunan/Rehabilitaso Jembatan.
d. Bidang &Huber Daya Air. membawahkan:
I. Scksi Pmsarana Pengalran:
2. Seksi Irigasi;
3. Scksi Sungat dan Rawa.
c. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, membawahkan:
1. Seksi Air Minum dan Limbalt.
2. Sakai Penntaan Ruang dan Bangtman Gedung:
3. Seksi Drainax dan Prasarana Persampahan.



f.

g.

Bidang Bina Konstruksi

1. Seksi Pengatumn dan Pemberdayaan;
2. Scksi Monitoring den Evaluusi.

Unit Pclaksana Tekuis. dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Sekretadat sebagaimana dimaksud pada ayat (II dipimpin okh Sekretaris
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

13) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (11, masing-masing
dipimpin okh Kepala Bidang yang berada di bawah don bettanggung juwub
kepada Kepala Dinas melalui Sekreiaris.

14) Subbagian-subbagien sebagaimanu dimaksud pada ayat 111, masing-
masing dipimpin okh Kepala Subbagian yang beradn di bawah don
bertanegung jawab kepada Sekrctarit

(51 Seksi-scksi sebegaimatte dimakstul pada ayat (11, masing-masing dipimpin
olch Ketztla Saks' yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepale Bidang yang bersangkutan.

(6) Unit Pclaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (11, masing-
masing dipimpin okh Kepala Unit Pelaksanu Teknis yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, schingga Basal 18 bcrbunyi sebegai berikut :

BAB III

Pasal 18

(11 Seksi Penataan Rueng den Bangunan Crating mempunyei tugas
mcnyiapkan bahan perumusan kebijakan den pelaksanaan kebijakan
tcknis, perigoordinasian, monitoring, evalttasi dan pelaporan di bidang
penataan ruang dan bangunan gedung.

(2) Seksi Penataan Ruang dun Bangunan (}edung dalem melnksanakan tugas
scbagaimana dimaksud pada ayat I I) menyelenggarakan fungal:

a.
b.

pcnyusunan renama kerja Scksi;
penyiapan batten dan perumusan konsep kebijakan telmis di bidang
pcnntaan ruang clan bangunan gedung

. pcnyiapan bahan pelLaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan

ruang don bangunon gedung:

. pcnyiapan bahan dan penyustman norm. standar, prosedur dun

kritcna (NSPE) pcnataan ruang untuk wilayah 'kaki kabupeten SCSUal
dengan kctentuan peraturan perundang-undangan;

pcnyiapan bahen, pengendalian dan pelaksanaan kerjasama antar
dncrah don pihak swasta di bidang penataan ruang:

pcnyiapan bahan. pengendalian don penetapan kriteria penentuan den
perubahan fungsi ruang kawasan/ lahan wilayah dalarn rangka
penyelenggaraan penataan ruang;

. pcnyiapan bahan den peleksannan pengendalian kawasan tats ruang

strategia pedesaan, perkotaan dan kabupaten;



h. penyiapan bahan clan pelaksanaan pengendalian rencana detail tam
ruang untuk rencana tats ruang wilayah kabupaten (RTRWK1 dan
rencana tats ruang kawasan strategic kabupaten:

' pcnyiapan bahan rekomendasi ?dads idn pemanfaatan ruang yang
sesuni &login RTRWK don pcmhatalan izln pemanfaatan ruang ;rang
tklak sesuai dengan RTRWK:

j- pcnyiapan bahan peiwusunati Clan pcnctapan Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan 1121131.);

k. pclaksanaan perencannati, pembangunan. rehabilitasi clan pcmugaran
bangunrin gedung Pemenntah Dacrah.

. pengawntem dan perteruban pentbangunan. pemanfaatan. clan

rckomendaui pembongkaran bangonan gedung

pembinann dan pengawnsan loin Mcndirikon Bangunan (1MB);

pengumpulan. pengolahan. dan pcnyapan data yang Mikan:Ian

dengan petaksanaan tugas dan fungsi Scksi;

0. pclaksanaan monitoring, cvaluasi dan pclaponin togas clan rungs'
Scksi; dan

P. pclaksanaan fungra lain yang diberikon putipman terkail dengan togas
dnn hangsinya.

I

m.
n.

3. Daantarn Pasal 18 don Rigel 19 ditambahkan I (earn! batmen . yaitul3aman
Keenam don ditantaltkan 3 (tin) pawl pares Yaltu Pasa! 19A, Pasal 19B
dan Pam.' NC. sebagai herikut

Baglan Kvenam !
Bidang Bina Konstruks:

Pasal I9A

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menguordinasikan, membina,

dan mengendalikon pengembangan dnn pcningkatan kapositas

kclembagaan, sumberdayo, dan pclayanan jasa konstruksi.

121 Bidang Bill® Konstruksi didarn noelnksannkan Ragas sebagaimana

dimaktiud pada ayut (I) menyclengparakan fungsi

a Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja bidang:

b Pengkaordinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakon
tcknis di bidang Bina Konstruksi.

c. Pengkoordinasian kegiatan pembinaun, pengaturan. dan pengendalian
ponataan jasa konstnoksi;

d, Pengkuordinasian kegiatan pcmbinaan, pcngendalian wrtataan dan
pengaturan kclembagaan dan pemlocedayilars jasa konstruksh clan

¢ Pengkoordinasian kegiatan pembinsan. pengendalian pcngaseasan
pengeloluart jasa konstruksi.



Paul 198

Hl seksi Pengaturan dan Remberdayaan mempunyai tugas menympkan

12)

bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan :elms

pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dam pelaporan dibidang

pcngaturan don pcmberdayasti Bun Konstnrksi

Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan dalam melaksanakon togas

sebagaimana dimaksud pada ayat (II menyelenggarakon fungsi :

a. pcnyusunan rcncana kerja Seksi;

b. penyiapan bahan dan perumusan konscp kebijakan tabus di Mang
pcngaturan dan pemberdayaan bins konstruksi;

C penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertgaturan
dan pemberdayaan Una konstruksi

& nenyusunan don penyebarluasan peruttinin perundang-ur.dangan
bidangjasa konstniksi;

€. pclaksanaan dun pengembangun snit= informasi jasa konstruksi
(SIPJAKI);

pelaksarman pengembangan cumber daya manusia dan peningkatan
teknologi Jasa konstruksi;

melaksanakan pengembangan jasa konstruksi /alm wilnyals
kabupaten,

melaksanakan pelLatihan. binibingan teknis dan penyuluhan dalam
wilaysh proms':
. memberdayakan LPJI: daertili dan asosiani di wilily-all Kabupaten.

1. pengumpulan, pengolahan, dan pcnyujian data yang berkenaan
dengan pelaksanaan tugas dan Nagai Sekst:

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pektporan tugas dan fungsi
Seksi; dan

I. pclaksanaan rungs' lain yang diberikan pimpinan terkait dengon
tunas dim fungsinya.

/
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(I) Seksi Monitoring don Evaluasi mcmpunyai tunas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan don pelaksanaan kebijakan teknis.
pengkoordinasian, monitoring. evulaasi dan miaow:in dibidang
Monitoring, Evaluast dun pengawnson kegioinn Dina Konstruksi

(21 Seksi Monitoring dan Evnlunsi daktin mclaksanakun tugas stbagaimana

ditnaksud pada a,vat  menyelenggarakait fungsi

a. penyumman rencann ketja Seksi;

b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis di btdang
monitoring dan evaluasi bins konstruksk

e penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang monitoring
dan evaluasi bins konstruksi

0. pelaksanaan pen9twasan tertib usaha, ierub penyclenggaraan dun
tertib pcmunfaatan jasa konstruksk



€ melokukan pemanuman dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi
balk dalam hal pcloksonan kcgiatan pembinaan saw untuk

terpenuhinya tertlb penyelenggaraan josa konstruksi di ailayah
kabupaten;

melakaanakan pengawasan dun evaluasi terhadap LPJK daerah serta
asosias: di kabupatcm
. menyelenggatukan pembinaan jasa konstruksi dtwilayalt Kabupaten:
h. pengumpulan, pengolalian, clan penvapan data yang berkenaan
dengan pclaksannon togas dun lungs) Seksi;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporen tugs* dan fungsi
Seksi; dan

pelaksanaan fungal kin yang diberikan pimpinan terkait dengan
tugas don (ungsinya

Pesti! II

Pemturan Suomi ini main, berlaku pada tanggal ditandangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memenntahkan pengundangan

Pcmtumn Rupati ini dengan penempatannyn dalam Benin Dacron Kabupaten
"lulu Sungai Tengah.

Ditempkan di Sambas
pada tanggel 30 Desember 2020

13UPATI HULL.; SUNDA] TENGAH,

Diundongkan di t3arabai
pada tanggal 30 Desember 2020

PENJ_t SEKRETARIS DAERAH
,mrI%;:%% LU SUNOAITENOAH.
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